'merupakan rangkuman hasﬂ

penelitian mahasiswa dengan tema

'_"‘Ke;ahatan Bxsms "Hasil pene-
'hnan ini sengaja djmuat dalam edisi
ini Larena sesuai dengan tema edisi
]umal ini ya}.tu “Ke] a.hatan BISIIHS

'I'uhsan yang dlsajzkan ini
bukan naskah ash tetapi telah
dﬂakukan penyesuaian xedaksmnal
tanpa rnengurangl muatan ‘makna
sesungguhnya yang dlgagas oieh
penuhs naskah pertama.

Dalam latar belakang naskah
tulisan tersebut di_kem_ukakan
bahwa saat ini Indonesia memasuld
krisis ekonomi tahap kedua.
Prediksi ini didasarkan pada
memburuknya indikator-indikator

_:'-_:;ekonoml nasmnal _sep_ern me—:_. -
 ‘nurunnya, nilai. tukar. tupiah
'_:':"f_fterhadap dollar Amerika yang
1 "fd_tperp agah dengan memngkatnya::‘f :
‘harga minyak mentah mter-«l_"-_.
nasional.? Dampak dan keisis -
ekonomi tahap pertama saja sudah
cukup men]adlkan jumlah angka 3

E “Semmar _Sekolah” mahaswwa'_
'_PTIK angkamn 42, Makalah itu

penduduk miskin meningkat tajam
di Indonesia. Tentunya -kondisi
tersebur lebih meniﬁgk?t seiring
d_e'_ri_gan mengganasnya kr.'ishis_
ekonomi _tahﬁp kedua tersebut.. . -
... Di tengah himpitan ekonomi
sebagian orang justrumemanfaat-
kannya sebagai sebuah peluang
untuk membangun sebuah bisnis
yang dalam prakteknya sangat
merugikan masyarakat. Bisnis
seperti ini jumlahnya tidak sedikit
beroperasi di Indonesia terutama
di kota-kota besar. Bisnis ini
tetnyata kemudian tumbuh subut
dalam berbagai bentuk dan modus

! Pemimpin Redaksi Jurnal Studi Kepolisian dan Dosen PTIK, mengedit makalzh yang disajikan
oleh Perwakilan Mahasiswa PTIK Angkatan 42 Konsentrasi Penegakan Hukum pada “Seminar
Sekolah Mahasiswa PTIK Angkatan 42, tanggal 11 Nopember 2005.

2 Indikator Ekonomi Memburuk, Suara Pembaharuan, 26 Agustus 2005.




o _"'sezrmg dengan kemajuan ilmu-

pengetahuan dan teknologi. Selain
itu maraknya kejahatan bisnis

' berpraktek juga tidak terlepas dati
lemahnya penegakan hukum. Salah

satu faktor lemahnya penegakan
:hukum ini ‘adalah sulit-rumitnya
'pembuktian Le]ahatan tersebut.
fKe}ahatan ini tidak sama: dengan

o :Z":ke;ahatan konvensional. Ke)ahatan

memiliki katakteristik khusus yang
dalam penegakan hukumnya
membuituhkan penanganan khusus
tidak sama dengan ke] ahatan
-konvcnsmﬂal '

Ke]ahatan bisnis ini tidak sama
dengan kejahatan lainnya, ke]ahatan
ini cenderung terjadi karena
dilakukan secara teroganiasasi
(organized erimes) oleh orang-orang
terpelajat (collar crimes) dengan
memanfatkan teknologi canggih.
Dampak kerugian yang ditimbul-
kankejahatan ini tidak saja terbatas
pada orang atau badan hukum
tetapi juga pada masyatakat bahkan
negara.

B. Kejahatan Bisnis

Kejahatan dapat dilihat dari

-dua persfeknf yaitu (1) secara

yuridis - -kejahatan  sebagai
perbuatim yang oleh negara
dipidana, dan (2) secara sosiologis
(kriminologis) merupakan suatu
perbuatan kejahatan namun oleh
negara tidak dijatuhi pidana.?

~ Secara sederhana ~dapat di-
pahami bahwa bisnis adalah suatu
urusan dagang, industti atau
keuangan yang dihubungkan
dengan produksi atau pertukarang
barang dan jasa. Dalam pelaks'ané—
annya, bisnis menempatkan uang
dari para entreprenenr dalam resiko
tertentu dengan motif untuk
mendapatkan keuntungan. *

Memperhatian pengertian
yang dikemukakan di atas dapat
dinyatakan bahwa bisnis ber-
hubungan erat dengan kegiatan di
bidang perekonomian yang
meliputi  proses prodoksi,
disttibusi dan konsumsi barang
maupun jasa. Keterkaitan ini
menjadikan istilah kejahatan bisnis
menutut Indriyanto Seno Adji
dipetsamakan dengan pengertian
kejahatan ekonomi dalam arti luas
yaitu tindak pidana di bidang

* Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Keahatan Mayantara (Cyber Crime), Bandung: PT Refika

Aditama, 2005, him. 38.

* Robintan Sulsiman, Fermar Dasar Hukam Bisnis dalem Perfersif Kejahatan Bisais, Disampaikan
pada Kisliah Umum Mahasiswa PTIK Angkatan 42, 15 Juli 2005.




& iekoaorm mehputﬁ ___p_elanggaran '_
= yang diancam dengan- saﬁkzﬂ pidana.

| eraturan :peratumn_ di
- j_-bzdang keuancran : :_pexdagangan

. dalam--'

- .bangsmbangsa di dunia baile da}am'
masyaraka* yang sudah maju/

modern maupun yang sedang
mengalarm modernisasi sehingga
kejahatan ini sangat luas dan dapat
melampard batas- batas_.teﬂto_nai 2

Sejalan dengan pengertian di
atas, Muladi memberikan istilah
kejahatan bisnis dcngan berbagal
istilah antara lain ; ECOROMIL CIIES
(ke;ahatan ekonomi), irime as
business (kejahatzn sebagai bisnis),
business:erime.-(kejahatan bisnis),
abuses-of -economic power (penyalah
gunaan kekuasaan ekonomi) dan
econoniic czbwes (penyqlahgunaan
ekonomi).S

Conklin merumuskan dan
mengidetifikasikan unsur-unsur

p prlbadi 1

: ke]ahaLan bisms sebagaz Der*kut
(1) suatu: pcrbuamn melawan_--_-'.
-hukum yang diancam dengan sanls.m
..ps.dana (@) dﬂakukan seseotang
4 . atan korpomm di dalam peket]aan—
s nyayangsahatau didalam bidang -
“industti atau. perdagangan 3
untuk tujuan memperoleh uangatau L
:'-'kekayaan menghmdarx pem

'-'bayaran utang atau: mengh.mdaﬂ{"f"
kerugian, kekayaan, memperoleh

keuntungan bisnis atau keunttmgan

Ke]ahamn “bisnis © yang
dﬂakuhan oleh korporasi tidak ¢
dapat dilepaskan dalam-konteks
hubungan keperdataan- artinya
pé‘rbuataﬂ- yang menimbulkan
tindak pidana; awalnya adalah
perbuatan: perdata. Kejahatan
kogporasi  umumnya: adalah
kejahatan. bisnis walaupun
sebaliknya kejahatan bisnis tidak
selalu- merupakan kejahatan
kotporasi. TR '

Lebih lanjut menurut Muladi
dan Barda Nawawi menguraikan
karakteristik kejahatan korporasi
serupa dengan pelaku white collar

$ Indriyanto Seno Aji, Polri Antisipasi Kejahatan - Modul Matakuliah Perkembangan Kejahatan,

Jakarta: Tanpa Tabun, him. 2.

5 Muladi dan Barda Nawawi, Bungai Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992, him. 153
7 Ihid.




erime, yaitu pertama a’za;gz/z.re of
pwpa.re or intent (ketersembunyzan_

* darimaksud dan ‘tujuan melakukan

' ke]ahatan) Kedua, re!mme zg’)on the
o mra]e.rmem of the wcz‘zm ( 'danya
| keyakman pelaku texhadap ke-
“teledoran si kotban):: Kenga

mﬂcea!ﬂm r)f ma/atzorz (penyebunyian

S “suaty pelanggaran) dimana pelai_m
: '---berusaha mermmmahsam bukn'.---

) (fozmal) pelanggarang yang
dimiliki atas dasar hubungan kerja
dan korban misalnya penyalah-

gunaan kontrak atau lisensi antara
plhak atau, subyek hukurn LARRONG
Dengan luasnyatuang ]mgkup
ke}ahatan bisnis tersebut, - Romh
Atmasasmita menguraikan istilah
kejahatan bisnis dalam tiga makna
yaitu: :Pertama, secara filosofis
istilah kejahatan bisnis mengandung
makna’ nilai-nilai (sa/zes) dalam
masyarakat ketika ‘suaru aktivitas
bisnis ‘diopetasikan ‘sedemikian
rupa sehingga sangat merugikan
kepentingan masyarakat luas.
Kedua, -secara. yuridis- istilah
kejahatan bisnis mepujukan bahwa
terdapat dua sisi dari satu mata
uang yaitu aspek hukum perdata
dan aspek hukum pidana. Ketiga,

secara’: sosmlogls pengertlan :
ke]ahatan bisnis telah menu}ukan_
aktifitas dunia bisnis dimana tidak
ada Iagl kexamahan (zny”rzeﬁdi
bzmﬂe.fs az‘mo.gbbm) atau seakan-akan
sudah tidak ada 1ag1 yang dlpercay:u _
dlantara pelaku bisnis®

Fakta yang ditemukan

- hasﬂ penehu mahasxswa PTIK:_

angkatan 42 menun]ukan ‘Dahwa

kegiatan b1sms telah terjadi secara

metata di seiuruh Indonesia yang

dndennﬁkamkan dalam bidang—

bldang bisnis sebagai berikat:

1.7 Perbankan.

2. “Money laundcnng

3. Ekspor - mxmpor o

4. "'Kekayaan alam (kehutanan
pertambangan dll)

5. . Lingkungan hidup.

6. - Hak kekayaan intelektual (hak
cipta dan industrial pxoperty)

7. Properqr(mhdmbangunan)
Teknoiog1 1nform351 dan
komputer

9, Perhdungan konsumen. _

10. Kejahatan di bidang pa-
_.riwisata.

§ Indr&yanto gp-cit., hlm8.

* Romli Atmasasmlra Pengantar Hukum Kejahatan bisnis, Jakarta: Prenada Media, 2603,
him.33. . .




R efbagal bentuk ke;ahatan di
'atas fmerupakan temuan penehnan
' dari ‘mahasiswa PTIK dengan
:':-.lokam pexaehtmn tersebar darxi

ungkat Ma;:kas Besar Polri’ hmgga

© satuan ke\mlayahan _sepetti

Polda, Poiwﬂ maupun’ Poltes.

'--:Sebenarnya ‘penelitian  yang -
.'-_"_'dliakukan maha51swa PTIK

---gambarkan_secara det_aﬂ dan rinci
terkait -denga'n. konsep kejahatan
bisnis yang memiliki bentuk dan
ruang lingkup sangat luas. Namun
demikian hasil penelitian dilakukan
sebanyak 80 mahasiswa ini cukup
mewakili gambaran penegakan
hukum kejahatan bisnis yang
selama ini dilakukan oleh penyidik-
penyidik Polri terhadap kejahatan
bisnis yang terjadi di Indonesia.

C. Penegakan Hukum

Berdasarkan pemikiran para
ahli, secara filosofis hukum
memiliki tiga pengertian dasar.
Hans Kelsen mengartikan hukum
sebagal suatu kaedah, sementara

:-Hoebél berpen dapathukum sébag'éi' .

“q cafﬂplex of human bebaviour?. .

_;sedangkan Schuyt memandang__ '
“hukum sebagai suatu jaringan nilai-
nilai. (6’6’72 mgewzé,éeld mmcm_gge.rt"e[d-}

. gyfieem zfmz zmardm

Se]alan dengan ketiga pe~ .

. sepsmna} maka menu:cut Saerjono_'i; '
Soekanto, inti- dan art penegakan i
‘hukum terletak pada Legxat__ar_x

menyerasikan hubungan nilai-nilai
yang terjabarkan dalam kaidah-
lkaidah yang mantap dan menge-
jawanitah secta sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai fahép
akhir, untuk menciptakan, me-
melihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup."!
Lebih jelasnya Utrecht mem
difinisikan hukum sebagai hzm—
punan peraturan (petintah-perintah
dan larangan-larangan) yang
mengurus tata tertib suatu
masyatrakat dan katena itu harus
ditaati oleh masyarakat.”* Untuk itu
penegakan menurut Djokosoetono
dalam Soebroto memiliki dua

" Radisman F.S Sumbayak, Beberapa Pemikran KeArah Pemantapan Hukum, Jakarta: Ind

Hill, 1983, him. 29.

' Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2004, him. 5.

12 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, op.cit,, him. 138,




o ﬁxﬁgsi yaitu social: control dan social
: :eﬂcgmem'fzg atau mcza/ constraint. > .

_ Henry Campbeﬂ Black dalam

' -Abdussalam menyatakan bahwa

: '_ﬁ_-1stdah penegakan dikenal dengan

. istilah efgﬁarcemeﬁtdan diartkan the act

'.of putting samez‘bmg such, as -law into

- effect, theexecntion of @ I Penegak

~ hukamyang dikenal dalam struktur

”___--hukum pidana’ dilaksanakan oleh

 Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacata dan
lembaga Pemasyarakatan. Kelima
intitusiini membentuk suatu sistern
peradilan pidana yang beketja
secara sinergls menegakan hukum
dengan prinsip propotsional yaitu
bagaimana penegakan hukum
berjalan sedemikian rupa sehingga
yang tegak tidak hanya aturan
normatifnya (aspek kepastian
h_ukumn:y'a) tctéjﬂi_juga aspek
filosofisnya (aspek dan nilai
keadilan). Untuk itu mereka
beketja sama dalam sebuah sistem
yang disebut dengan sistem
peradilan pidana.”

Setiap sub-sistem dalam
system peradilan pidana memiliki
fungsi penegakan hukum sesuai
dengan tugas, tanggung jawab dan

prosedur hukum acaranya masing-
masing. Sistem tersebut meliputi

polisi-sebagai penyidik, jaksa
sebagai penuntut-umum, hakim

sebagal: pemimpin. sidang peng;
-adilan, lembaga pemasyarakatan

yang menjalankan putusan peng-

adilan-dan pengaacara. sebaga1
: 'pembez:i bantuan hukum..

Penegakan hukum oleh. Poln
mengacu kepada Undang-Undang
No. 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Dalam pasal 13
disebutkan bahwa “Tugas pokok
kepolisian Negara Republik
Indonesia adalah : (a) memelihata
keamanan dan ketertiban masya-
rakat; (b) menegakan hukum; dan
(c) memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat”.

Dalam kaitannya sengan
sistem peradilan pidana maka
penegakan hukum oleh Polri
berada pada awal mekanisme
proses peradilan pidana yaitu
pemeriksaan  pendahuluan.
Menurut Loeby Lugman peme-
riksaan pendahuluan berarti suatu

¥ Subroto Brotedirejo, Polri Sebagai Penegak Hukwm: Guru Pinandita, Jakarta: Lembaga Penerbit

Fak. Ekonomi Ul, Tanpa Tahun, him.529,

'* Abdussalam, R., Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Jakarta: PTIK Press, 1997, hlm 18,

'* Sidik Sunaryo, Kapita Selekra Sisten Peradilan Pidana, Malang: UMM Press, 2004,
hlm.217.




B & - Polisi’ sebégai garda terdepanf _-
e penegakan hulcum memiliki- tugas
o '__penyidﬂ\an:sgbagamana tercanmm’

. diatu;: dalam undang—undang lm.':.j_
untuk 1 mencaﬂ serta: mengumpul—.--

kan bukt yang tex]adl dan guna
menemukan tersangkanya Lebih
_Ian] ut pada angka 1 dlsebutkan pula
bahwa penyidik adalah pejabat
polisi negata Republik Indonesia
atau Pejabat Pegawai Negen Sipil
tertentn yang dibeti wewenang

khusus oleh undang—undang untuk
melakukan penyldlkan h

Adapun kegmtan kegmtan
poLok penyidikan menurut buku
petun]uk pelaksanaan tentang
penyidikan meliputi: Pertama,
penyehd,lhan Kedna, pemndakaﬂ
yang meilputx pemanggllan
penangkapan penahanan peng-
geledahan dan penyitaan. Keigs,
penieﬁk_saén_ yang meliputi: saksi,
ahli, dan tersangka. Keempat,

- peyeleszuaﬂ dan penyerahan berkas
-:3 p{i‘l}\ara mﬁhthz pﬁmbuatan!-_'_'_:_' -
- fesume, penyusunan berkas pexl\,a;
'- dan penyerahan berkas perkam BT

*Temuat, penehuan menun—.}:‘ﬂ. '

_]ukan bahwa penegakan hukum
. yang. dﬁakukan Polsi: sepenuhnya._,_ ;
j' belum- sesuai dengan tuntutan
i':.-;-_masyarak:at Beberapa kasus-kas N
._ke]ahatan bisnis yang: d_t}apoxkan“_;_.”-_' :

masyarakat terkadang tidak: dapat:
terselesaikan _dengan..balL dan -
tuntas. Padahal menurut Grifing
penyelesaian perkara (cle&émme mﬁé) i
merupakan pertanda penting
efisiensi . kepolisian . secara.
keseluruhan 1% Bahkan Wﬂson
memandang clearence rate -sebagai
alat pengendali atas manajemen
kepohs}an dan profesmnahtas_
pelaksanaan tugasnya 5

‘Dalam sebuzah penehtian yang
dilakukan di salah satu Direktomt
pada Baresktim Polti menunj jukan :
angka kejahatan di bidang industrial
property pada tahun 2003 mencapai
125 kasus dan yang terselesaikan
hanya 51 kasus. Sementara tahun
2004 mencapai 97 kasus dengan
angka penyelesaian hanya 42 kasus.

Lo DPM: Sitompul, Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta: 2004, hlm.28.

i7 Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/1X/2000, 11 September 2000 tentang Buku:
Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana, him.19.

' Jhon Grifin, Static Essential for Police Efficiency, Sprmﬁeid Charlf:s G Thomas, ]958 him. 69

2 OW Wxison Police Planning, Sprmﬁeid Chartes G Thomas, 1962, him.112.




_'Ea:ta ini. inenunjukan 'tiﬁgkat;
_ penyelesazan kasus. kuraﬂg a:ianE
_50% e T e e

Mot1va31 penyldzk dalam

- penanganan. kejahatan bisnis

~ menunjukkan. kecanderungan_
e _'cukup ungg1 ‘Hal tersebut jika
 dikaitkan dengan penyelesaian:_
_'_'_penaganqn berbagai kejahatan

| ._blsms yang memilikistingkat
kcsuj_lta_n pembuktian pidana tinggi

sc‘:péiti kejahatan Money Loundering,
Perbankan,: Hakl ekspor—unpm-

danlain-lain.:

C." Faktor-faktor yang Mem-

& -p'e}agamhi

'Pehegakan

Berdasarkan hasﬂ penehuan

mahasiswa_ PTIK . angkatan 42
tersebut, terdapat beberapa faktor

yang mempengarum _proses,

penegakan hulkum dalam Le] ahatan
bisnis, yaitu | faktor undang—undang,
faktor penegak hukum, faktot

sarafia prasarana fa}\tor masyam-

rakat dan faktor angegaran.

_ Berbagzu kendala yang imbul
dalam proses penegakan hukum
salah satunya sumber dari undang-
undang, Dalam penegakan hukum
kejahatan bisnis, masih ditemukan
beberapa kelemahan dan ke-
kurangan dati produk undang~

undang. Dalam penerapanya senng _
diternukan aturan undang»undang
yang tidak tegas dan jelas mengatur
unsur-unsur perbuatan melawan
hukumnya sehingga menimbulkan
multi-persepsi-dan 1nterp:cetas1-; _
ambiguitas yang mengarah kepada; '

- ketidakpastian hukum. Kelemahan-
kelemahan tersebut d,ltemukan

dalam ‘materi’ dati: beberapa-_'
undang-undang aatara lain:

1. UU Normor 19 tahun’ 2002'
- tentang Hak Cipta dimana di
' ‘dalamnya tidak:meﬂgé{fﬁf

~tentang korporasi sebaga{
 subyek hukum padahal pada
" kejahatan bisnis juga dapat'
" dilakukan oleh korporam

2. UU Nomor 10 Tahun 19_98
tentang Perbankan khususnya
‘pasal 46 yang menyebutkan
unsur “ menghimpun dana
' dam masyarakat © 1nter-f
pretasinya masih terlaln umum'
dan luas. Sementata dalam
penjelasan Undang- Undang
tersebut tidak disebutkan
secara lebih tetperinci
katagori dan masyarakat.

Polri sebagal ujung tombak
penegakan hukum di Indonesia,

‘memegang peranan penting dalam
proses penegakan hukum. Sebagai

yung tombak , maka anggota Polri




_::-'IhuM'ataﬁ*ketentuan perudang~
: undaﬂgan :yang .mengatur_:baik-_:.:

- disebabkan mamh banyaknya
: anggota Polri yang. belum 1 meng-
~ikuti Dik;ur kursus peiatihan—
| _pelatihan atau kegiatan seje enis yang

sxfatnya menambah wawasan dan _

penget'lhuan serta kemamuan

Keterbatasan sarana’ dan
prasarana yang. menggu_na_kan
teknologi modern dalam rangka
mendeteksi kejahatan sangat
mempengaruhi proses penyidikan.
Disamping itu, fasilitas ruangan
yang representatif dan layak untuk
digunakan dalam melakukan
proses penegakan hukum kejahatan
bisnis. Teknologi modern yang
dibutuhkan dalam pengungkapan
perkara, antara lain: perangkat
komputer (dilengkapi fasilitas
internet), alat komunikasi yang

. huk 'm.. Kelemahan penegakan_.._-'
- "hukum yang dﬁakukan oleh. Polri -
o selama ini disebabkan oleh kuahtas

L "kemarnpuan sumber daya manusm -
' "'r-.:yang belum. optlmal Hal ini

. terhadap kasus-kasus "-'L.e]ahatanf::".
"_blsms tldak Iepas dari peran serta '
~dan dukungan masyamkat Wu}ud
-darl kurangnya peran . ‘serta
.ﬁmasyarakat dapat dilihat dam'f:. |

:_dapatmen]aga Ungkat herahasmann' = 5
ai - alat perckam dan lain sebagamya
:"-_-.'::'_Sarana dan. prasarana lam-yangf' .
 turut mendukung, mxsain'ya'f.;'_ﬁ
"-kendaraan___untul'-t an:

melakukan"-._f :

beberapa penyebab ant'a_ta Jain:

1. __:Keengganan rnelaporkan_
* kasus tersebut kepada polisi. -

2 __ Tidak mau chblbukan daiam_
. proses pengungixapan kasus..

3.0 Adanya ancaman ‘atau m_n-'
.. midasi dari pihak tersangka. .
4. - 'Tidak adanya jaminan petlin-
- dungan terhadap saksi/korban.
5 "3Mengéluatkan 'biaya' 7§
Memsa tidak dlrugzkan

Kelancaran dan kesuksesan

dalam mengungkap kc]ahata_n
bisnis juga ditemukan oleh faktor
anggaran dalam mendukung
kegiatan oprasional penyidikan,
sehingga anggaran termasuksalah
satu halyang sangat krusial dan
harus dipehatikan. Dengan




anggaranyang cukup dan memadai
maka harapan dan kemungkinan
untuk mengungkap kasus kejahatan
bisnis semakin besar, dan hasil yang
dicapai-juga dapat maksimal.
Dalam temuan penelitian maha-
siswa PTIK angkatan 42 diketahui
- 'bahwa besar anggaran penyid.tkan

3_untuk satu. kasus berat sebesar

B -'_'.'Rp 2. 500 000 00 kasus sedang'

Rp. 1. 500.000,00, dan kasus tingan
Rp. 1.000.000,00. Anggamn penyi-
dikan yang jumlahnya demikian
kecil tersebut, menimbulkan
berbagai permasalahan penyidikan
diantaranya pengalokasian angga-
ran untuk mendapatkan saksi ahli,
sehingga beberapa kasus harus
dihentikan karena tidak 'adanya
anggaran yang cukup. Hal ini terjadi
di satuan kewilayahan Polti yang
berada di luar jawa seperti di salah
satu Polres di Indonesia bagian
timur. Untuk mendatangkan saksi
ahli harus menyediakan anggaran
sebesar Rp.4.000.000,00 sampai
Rp.5.000.000,00. Hal ini harus
dilakukan karena keterangan saksi
ahli merupakan alat pembuktian
yang urgen dalam penyidikan.

D. Penutup

Kejahatan bisnis ini tidak sama
dengan kejahatan lainnya, kejahatan
ini cenderung terjadi karena
dilakukan secara teroganiasasi

(o7ganized crimes) oleh orang—ér_ﬁng
terpelajar (collar erimes) dengan
memanfatkan teknologi canggih.
Dampak kerugian yang ditimbul-
kan kejahatan ini tidak saja terbatas
pada orang atau badan hukum
tetapijuga pada masyarakat bahkan
negara o i
Ke]ahatan bisnis memzhkl
karaktemstd\ khusus meliputi aspek
pelaku, modus operandi sarana dan
prasarana yang digunakan serta
substansi undang-undang yang
mengatur. Dalam beberapa
undang-undang kejahatan bisnis

~ tetsebut belum mampu diopra-

stonalisasikan secara maksimal oleh
penyidik. Belum maksimalnya
penegakan hukumini, dipengaruhi
oleh berbagai faktor antara lain
faktor undang-undang, penegak
hukum, sarana dan prasarana,
masyarakat dan faktor anggaran.

Kejahatan bisnis ternyata
bukan hanya terjadi di kota-kota
tertentu di Pulau Jawa tetapi juga
di lnar Pulau Jawa. Berdasatkan
fenomena faktual tersebut maka
Polri kedepan harus memiliki bive
print perencanaan dalam rangka
mengantisipasi hal tersebut.
Antisipasi Polri tersebut lebih
diarahkan pada peningkatan
kualitas kemampuan sumber daya
manusia.
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